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PERATURAN DESA MRANGGEN 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA MRANGGEN 

 
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara 
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat Desa ; 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu 
dipertanggungjawabkan pelaksanaanya. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf  a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2021; 

 

Mengingat  1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
 

2. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang 
 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

 
 

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 632); 

 
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384); 

 

 
 



10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 

230); 
 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8); 

 
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa 
di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimanA telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di 
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2019 Nomor 37); 
 

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017  
tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 

Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 
tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 46); 
 

   13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
PertanggungJawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan sosial dan 
Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2017 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan 
Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2018 Nomor 56); 

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor  29  Tahun 2017 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 

30); 
 

15.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 
45); 
 

16. Peraturan    Bupati     Sukoharjo    Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten 
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 
Nomor 9); 

 
 



17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 
18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan 
Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2019 Nomor 11); 
 
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang 

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang 
Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten 
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 
Nomor 43); 

 
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang 

Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48); 

21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 
78); 

 
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2019 Nomor 81); 

 
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penerapan Rincian Dana Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1); 

24. Peraturan Desa Mranggen Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
Mranggen (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2017); 

25. Peraturan Desa Mranggen Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mranggen Tahun 2018 
Nomor 4); 

26. Peraturan Desa Mranggen Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Desa Mranggen Nomor 5 Tahun 
2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran 

Desa Mranggen Tahun 2018 Nomor 8); 

27. Peraturan Desa Mranggen Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Mranggen 
Tahun 2018 Nomor 8);; 

28. Peraturan Desa Mranggen Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa 
Mranggen Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Mranggen 

Tahun 2019 Nomor 5); 

29. Peraturan Desa Mranggen Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan 
Pelaksanaan Posko Penanganan Covid 19 Desa Mranggen; 

30. Peraturan Desa Mranggen Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 
2021; 

31. Peraturan Desa Mranggen Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Mranggen Tahun 

2022; 

32. Peraturan Desa Mranggen Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) Tahun 2021; 

 



33. Peraturan Desa Mranggen Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 

2022;  

 

Dengan Kesepakatan  Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MRANGGEN 

DAN 
KEPALA DESA MRANGGEN 

 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI   PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 

Pasal 1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan 
perincian sebagai berikut: 
 

1. PendapatanDesa   Rp.         3.579.934.529,00 

2.  Belanja Desa       

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.       1.127.564.158,00 

b. Bidang Pelaksanaa Pembangunan Desa Rp.       1.779.578.000,00 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp.          374.344.400,00 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp.            16.288.000,00 

e. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat      

    dan Mendesak Desa     Rp.          241.339.540,00                            

 Jumlah Belanja     Rp.       3.539.114.098,00 

Surplus/Defisit     Rp.            40.820.431,00 
 

2. Pembiayaan Desa  

a. Penerimaan Pembiayaan    Rp.             37.997.120,00 
b. Pengeluaran Pembiayaan   Rp.                             0,00 

Selisih Pembiayaan ( a – b )    Rp.             37.997.120,00 
 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 
Berjalan (Surplus/Defisit )+ Selisih Pembiayaan) Rp.    78.817.551,00 

     
 

Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran 
Peraturan Desa ini yang terdiri dari : 

a. Lampiran I  : Laporan Keuangan 
b. Lampiran II  : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari –  

                                    31 Desember Tahun Anggaran 2021 
c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan  
                                    lainnya yang masuk ke Desa. 

 

 

 

 



Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa Mranggen. 
 

 
 

Telah di Evaluasi  Bupati/walikota 

a.n. Camat ....... 

ttd 

(...............................................) 

Ditetapkan di  Mranggen 

pada tanggal 19 Mei 2022  

KEPALA DESA MRANGGEN 
 

ttd 
 

DARMADI 
 

 
Diundangkan di Mranggen 

pada tanggal 19 Mei 2022 
SEKRETARIS DESA MRANGGEN 

 
                  ttd 
 

BRIAN WIJAYA PERWIRA PUTRA 
 

LEMBARAN DESA MRANGGEN TAHUN 2022 NOMOR 1 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 


